WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a, bahwa dalam rangka Kelancaran —penyelengparaan
Pemerintahan Daerah untuk memberikan jominan dan
kepastian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya
Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa dengan ditctapkannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tcknis Daecrah dan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang, maka
Peraturan Walikota Semearang Nomor 14 F Talhan 20056
tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Semarang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
sehingga perlu ditinjau kembali,

. hahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standar
Pelayanan Publik Badan Lingkungan Hidup Kota S8emarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lentang Konservasi
sumber Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4437) schagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undung Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 (entang Penatlaan
Ruang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undung-Undang  Nomor 32 Tahun 2009  tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomwor 82,
Tambahan  Lembwan  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 (enlung
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kahupaten
Duacrah Tingkal I Puwbalingga, Cilacap, Wanogivi, Jeparn
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di  Wilayah
Kotamadya BDaerah Tingkat 1T Scmarang dalam Wilayah
Propinsi Dacrah ‘lingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya Dan  Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1999
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang
Lecmbaga IPenycdia Jasa Pclayanan Penyclesaian Scngketa
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2000 Nomor 13, Tambuaban
Lembaran Negarn Republik Tndonesin Nomor J882),

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001  (entang

Penpelolaan Bahan Berbabays Dan Beracon (Lemibaean
Negarn Republik TIndonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tanbahan Lembaran N cgara K 211 bluk Indonesia

Nomor 4153);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 ‘Tahun 2001 tcntang
Pengelolaan Kualitas Air don Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Necgara Rcpublik Indonesia Tahun 2007
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlung
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negarno Republik Indonesin
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemboran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007  tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 1741);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nowmur 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/04/2006 tecntang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Negara  Lingkungan Hidup RNomor 8
Tahun 2006  tentang Pedoman Penyusunan  Analisis
Mcnhgenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Cara DPernizinan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30
Tahun 2009 (enlang ‘Tata Laksana [Perizinan Dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun Scrta Pengawasan Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya Oleh
Pemerintah Dacrah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Iidup Nomor 9
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan doan Penanganan
Pengaduan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan  Lingkungan Hidup dan  Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengclolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup,
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. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13

Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan  Kesanggupan DPengelolaan  dan Pemantauan
Lingkungan Hidup;

I'craturan Mcnteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Lb
Tahun 2010 tentany Persvatratan Dan Tata Cara Lisensi
Komigi Penilai AMDAL;

Peraturan Menteri Nepgara Lingkungan Hidup Nomor 5

Tahun 2012 tentung Jems Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup;

. Peraturan  Dacrah  Provinsi Jawa  Teoguh Nomor 5

Tahun 2007 tentang Pengendalian Linglungan Hidup i
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan
Lembaran Dacrah Provins Jawa Tengah Nomor 4);

Pcraturan Dacrah Propinsi Jawa Tenpah Nomor 10 Tahun
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Dacrah
Propinai Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri R
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Naerah Provingi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan Alas Peraluran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor [0 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah
(Lembaran Dacrah Drovinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Nomor b, ‘Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 41);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Dacrah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri K, Tambahan
Lembaran Daerah Kota SBemarang Nomaor 2);

Peratiiran Dacrah Kota Semarang Nomor 5§ Tahun 2008
tentang  Urusuan Pemerintidh Yang Memjadi Kewenangun
Pemerintah Kota Semarang  (Lembaran Dacrah Kota
Scmarang ‘l'ahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Dineranh Kotn Semorang Nomor 18);

Peraturan Daeralh Kota Semarang Nomor 3 Tabun 20172
tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang (Lembaran
Naerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lemharan NDaerah Kota Semarang Nomor 7());

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang
(Lembaran Dacrah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16,
Tambuhan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);

Pernlurnn Walikols Semarang, Nomor 45 Taban 2008
tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan
Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 45);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG.

BAB 1
EETENTUAN UMUM

PPasal 1

Dalam Peraturan Walikola ini yang dimaksad dengan:

1.
2.
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Daerah adalalh Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Dacrah scbagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Scmarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretatis Dacrah Kota Scmarang.

Badan Lingkungan Ilidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kola Semarang.
Sekretans adalah Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Kepula Bidang Pengembangan Teknologl dan Pengendalian Lingkungan adalah
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan pada
Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.,

Kepala Bidang Pengkajian Dampak  Lingkungan adalalh Kepala Didang
Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota
Scmarang.

Kcpala Bidang DPcngawasan Dampalk Lingkungan adalah Kepala Bidang
'engawasan Dampak Lingkungan padn Badon Lingkungan Hidup Kota
Sermurung.

Kepala Bidang Penonguanan Senghkola Lingkungan dan Poemoliban Koalitas
Lingkungan adalah Kcpala Bidang Penanganan Sengketn Lingkungan dan
Pemulihan Kualitas Lingkungan pada DBadan Lingkungan Hidup Kota
[emarang.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan rang dengan semua benda, dava

keadaan dan makhuk hidup termasuk manusia dan perilakunyn, yung
mempenguruhi - wlan ilu sendiri,  kelangsungan  perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia scrta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistcmatis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakun lingkungan hidup yang
melipuli PETETICHTIHAT, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.

Pencemaran  Lingkungan  Hidup  adulubh musuknya atou dimasukannya
makhluk hidup, zat, cnergi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditctapkan.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaur kriteria haku kerusakan

linglungan hidup.
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Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengendalban Lingkunpan  Hidup  adalah  =setiap upaya atau  kegatan
pencegahan  dan/oion penangpulingan dan/atau pemualiban tethadap
pencermaran duar/utun kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan,
penataan, pemanfaatan,  pengembangan, pemeliharaan,  pemulihan,
monitoring, evaluasi dan pengawnsan serla penaalan,

Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, #at, cnergi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atuu unsur
pencemar yang ditcngeang keberadaannya dalam sunin sumber doya lertentu
schagai unsur lingkungan hidup.

Limbah adalah sisa sualu usaha dan/atau kegiatat,

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B 3 adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, haik  secaras langsung  maupun  tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusak hngkungan hidup, dian futau
membahayalkan lingkungan hidup, keschatan scrta kelangsunean hidup

manusia dan malchluk hidup lain.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B 3 adalah
sisa suatu usaha dan/atau kegialun yang mengandung B 3.

Pengelolaan Limbah B 3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengnmpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan
dan/atau pcnimbunan.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala hentuk aktivitas yang dapal
menimbulkan perubahan terhadap rona hngkunpgan hidup serta menycbabkan

dampak terhadap lingloungan hidup,

Perizinan adalah  pemberian  legalilas  kepada orang  atau  pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Izin Lingkungan adalah izin vang dibcrikan kcpada sctiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegialan yang wajib Amdal atau UKL-URL dalam
rangka perlindunpgan dan pengelolaan lingkungan hidup schagai prasyarat
memperoleh izin usaha dan/atau keglatan.

Izin UJaaha dan/atan Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh inslaosi (eknis
uriluk meclakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

Dampak Penting adalah perubahan hngkungan hidup yang sangal mendasar
yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau
Kegiatnn yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proscs pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau
Kegiatan.

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan
hidup yang merupakan hasil pehingkupan.

Analisis Dampak Lingkungun Ilidup yang selanjutnya discbhut ANDAL acdalah
telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rcncana

dan/ atau kegiatan.
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Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKI. adalah
upaya penanganan dampuk terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibal duar rencana usaha dan/atau kegintan,

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjulnya disetnil RPL adalah
upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkenn dampak akibat
dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yung selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yong tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proscs pengambilan
keputusan tentang penyclenggaraan Usaha dan/atau Keglatan,

Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah yang bertanggung

jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih
yvang timbul dari kegininn yanpg berpotensi dan/atau telah berdampak pada

lingkungan hidup.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutluhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga ncgara

dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang
diselenggarakan olch penyelenggara peluyanan publik.,

Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayuanan kepada masyarakat
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pemberi Pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi Pemerintah  yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangau,

Penerima Pelayunan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasla dan
instansi Pemerintah,

BAB 1I
VISI, MTST DAN MOTTO PELAYANAN

I'asal 2

Visi Badan Lingkungan Hidup adalah:

Mewujudkan Badan Lingkungan Hidup yang responsive dan proaktif serta
berperan  dalam  pelaksanaan pembangunan Kota Scmarang  yang
berkelanjutan menuju masyarakal sejahilera.

Misi Badan Lingkungan Hidup adalah:

a. meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap pemanfaatan
swnber daya alam sesuai fungsi lingkungan hidup dalam  rangka
penegakan hukum lingkungar,;

b. meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber Daya
Alam terhadap kerusakan lingkungan hidup scbagai dampak perubahan
iklim;




¢, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalul pengembangan
kapasilas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang linglkungan
hidup;

d, meningkatkan tcknologi dan informasi di bidang lingkungan dengan
penguatan jcjaring informasi lingkungan; dan

e, meningkalkan kerjasama dan komitmen pengelolaan lingkungan hidup
unlura pernerintuh, swasta dan masyarakat.

() Moftto Pelayanan adalah:

“Pelayanan terbaik adalah Tujuan utama Kami”.

BAB Il
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Standar Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai jaminan adanya kepastian hukum
dan sebagai tolok ukur kinerja Perangkat Dacrah dalam memberikan pelayanan
kepada penerima pelayanan.,

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdin dari;

jenis pelayanan;

S

dasar hukum;
persyaratan;
prosedur,;

waktu penyelesailan;
bl

produk;

s@m ™o a6

sarana dan prasarana;

e
.

mekanisme pernunguanan pengaduan;

j. kompetensi petugas; dan

k. mekanisme pengawasan.

(@), Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pelayanan jasa pengujian laboratorium;
b. penilaian dokumen AMDAL dan pcmceriksaan dokumen UKL-UPL;
¢. izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke perairan umur;

d. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan

e. penanganan sengketa lingkungan hidup.




Pasal 5

Uraian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijelaskan
secara rinci dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diterhitkannya Peraturan Walikota ini, mwaka  Peraturan Walikota
Semarang Nomor 14 F Tahun 20056 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Scmarang dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. '

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,

Agar setinp orang mengetahuinya, mcemcerintahkan pcengundangan Peranturon
Waldikota inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kola Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,

o

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BEMARANG

M

ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 4
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

STANDAE  PELAYANAN PURLIK BADAN
LINGRUNGAN HIDILTP KOTA STMARAN(Y

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BADAN LINGKUNGAN TTIDUD

KOTA SEMARANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CALR (IPLC) KE PERATRAN IITMUM

A. DASAR HUKUM

1.

o

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Kep-351/MENLH/10/1995 tentang Baku Mulu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Industri;

Keputusan Menlen Negara Lingkungan Hidup Nomor
Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Ilotel;

Kcputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Kep 58/MENLIT/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111
Tahun 2003 lentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara
Perizinan serla Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air
atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Mcnteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 (entang
Perubahan Atas Kepulusan Menleri Nepara Lingkungan Iidup
Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata
Cara Perlzinan scrta Pedoman Penglajinn Pernbunngan Air Linbal ke
Air atau Sumber Air;

Peratiiran Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengendahan Lingkungan Hidup.

B. PERSYARATAN

Persyaralan yang harus dipenuli;

L.

b

foto copy dokumen AMDAL atau dokumen UPL-UKL atau Sural
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau
dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat
yung diketahui olch Lurah setempat;

surat pernyataan kesanggupan mengopcrasikan Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL);

sural pernyataan kesanggupan memasang flow meter pada saluran
outlet pembuangan limbah cair;




(r.

5. diagram alir proses pengolahan limbah dan data teknis Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

6. foto copy hasil analisis limbah cair dari laboratorium tcrakreditasi
atau laboratorium yang ditunjuk oleh Provinsi Jawa Tenpgah yang
memenuht baku mutu wir limbuh scluna 6 (coan) Dulan erakhir
untiuk  pengajuan izin bama dan 3 (tign) bulan  lerakhir untuk
PCTPAILAILEZAT 12N,

PROSEDUR

1. pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair
sccara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya ditujukan kepada
walikota cq Kepala Badan;

2. selelah berkas permobonan dilehiti dan dinyatakan lengkap, malka
berkas permohonan  diagendakan dan pemohon diberikan tanda
terima kelengkapan adminisirasi;

3. apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkani persyaralannyas;

4, berkas permohonan diverifikasi melalui Bidang Penpembuangan
Teknologi dan Pengendahban Lingkungan dengan dilakukan rapat
koordinasi;

5. selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui
kinerja Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan pengambilan contoh
uji limbah oleh Tim ‘I'cknis bersama petugas Laboratorium yang
hasilnya dituangkan dalam Beriln Acari;

6 diproses contoh uji limbah di laboratorium untuk menganalisis air
limbah dan dilaksanakan rapal koordinas cvalaagi hasil pemerileeann
lapangan dan analisis air limbah,

7. apabila hasil analisis awr limbah dalam pemeriksaaan lapangan tidak
memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, maka pcmohon
diwajibkan memperbaiki kinerjn IPAL dun mengajukan permohonan
kembali secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya,

B hasil analisis air limbah dalam pemeriksaan lapangan  memenuhi
baku mutu yang dipersyaratkan maka ditcrbitkan Keputusan Kepoli
Badan; dan

8 pemnohon diberitahu untuk mengambil Keputusan Kepala Budan
di Badan Lingkungan Hidup.

WAKTU PENYELESAIAN
Waktu penyelesaian adalah 20 (dua puluh) han kerja.

BIAYA
Biaya Rp 0,- (tidak dipungut biaya).

PRODUK
Produk yang dihasilkan berupa Keputusan Kepala Badan.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, telepon, faksimile, alat
tulis kantor, komputer, Global Positioning Syslem (GPS), peralatan
laboratorium air sedangkan prasarana meliputi ruang pelayanan (meja
pendaltarun, pemroscsan berkas, penyerahan dokumen, pengolahan

data/informasi, penanganan pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan
sarana parkir.




II. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan

l

Kepala Badan melalui Sekretaris

|

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan 'chgendalian Lingkunguan

Dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan cek lapangan
serta pemeriksaan laboratorium (apabila diperlukan,).

l Laporan

Kepals Badan

l Disposisi
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan

I. KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi Petugas dalam peluyanan izin pembuangan limbah cair
ke perairan umum adalah sebagai berikut:

a. berpendidikan Pasca Sarjana (82), Sarjana(S1), Diploma (D3) dun SLTA;

h. menguasai mater dan (eknis penpolahan limbah cair;

¢. memahami prosedur dun persyarulan perizinan peagolaliaon liobah
cair;

d. bersikap ramah dan berperilaku sopan tcrhadap pencrima pelayanan;
dan

e. memahami pcraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan.

o MEKANTSMF. PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dalam proses izin pembuangan limbah cair ke
porairan umum adalah;

Proscs perzinan

l Pengawasan

Kepala Bidang Pengembangan ‘T'eknologi dan Pengendalian Lingkungan
cq. Tim Teknis Perizinan

l l.aporan hasil pengawasan

Kepala Badan melalui Sekretaris

l Disposisi
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan




1. 1ZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)

A. DASAR HUKUM

1.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
tentang l'ata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahays
dan Reracim;

Peraluran Menler Negara Lingkungon Hidup Nomor 30 Tahung 2009
tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh
Pemerintah Daerah;

Kepulusan Kepala Badan Pengendalian Damnpak Lingkungan Nomor 1
Tahun 1995 tentang Tala Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan
dan Pchgumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

DPcraturan Dacrah Kota Scmarang Nomor 132 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.

B. PERSYARATAN
Persyaratan yvang hams dipenuahi:

L.

8.

foto copy dokumcn AMDAL atau dokumen UPL UKL atau Sural
Pernyataan  Kesanggupan DPengelolaan  Lingkungan (SPPL) atau
dokumen lingkungan dup Lkunnya sesuar dengan  peraturan
pcrundang-undangan,;

foto copy dokumen kerjasama dengan Pihak Kelign yung  lelah
memiliki  izin  pongangkutan dan  pengumpulan  limbah B2 dari
Kementetrian Lingkungan Ilidup;

surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat
vang diketahui oleh Lurah setempat;

foto copy dokumen pengiriman limbah B3 (manifest) yang terbaru;
foto bangunan penyimpanarn semendiara limbal B3,

gambar teknik bangunan dan denah lokasi petiyimpanan semcntara
limbah B3;

daftar jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan; dan

foto copy neraca limbah B3.

C.. DPROSEDLR

1. pemohon mengajukan pt:rmuhtman 1210 p«.’:nyimpanau sementara

limbah B3 secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya ditujukan
kepada Walikota cq Kepala Badan;

setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka
berkas permohonan diagendakan dan pemohon diberikan tanda
terima kelengkapan admimsirasi;

apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya;

berkas permohonan diverifikasi melalui Bidang Pengembangan
Teknologi dan Pengendalian Lingkungan dan dilakukan rapat
koordinasi;




G.

5. selanjutnya dilakukan cek lapangan oleh Tim Teknis untuk
mengetahui kondisi fisik bangunan penyimpanan sementara limbah
B3 dan hasilnya dituangkan dalam Henta Acara;

6. apahila [isik bangunan penyimpanan scmentara limbah B3 tidak
memerntihi persyaralannya, ki pemnohon diwwgibkan
memperbaikinya dan mengajukan permohonan kembali secara tertulis
dengan dilengkapi persyaraiun;

7. apabila fisik bangunan penyimpanan sementara hmbah B33 memenuha
porsvaratannya, maka diterbitkan Keputusan Kepala Badan; dan

8. pewmohon diberitubiun untuk  menpanbil Kepulusan Kepala Badan
di Badan Lingkungan Hidup.

WAKTU PENYELESAIAN
Waktu penyelesaian adalah o (lima) hari kerja.

BIAYA
Biaya Rp 0,- (tidak dipungut biaya).

PRODUK

Produk yang dihasilkan berupa Keputusan Kepala Badan.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, telepon, faksimile, alat
tulis kantor, komputer, Global Positioning System (GPS) sedangkan

rasarana meliputi ruang pelavanan (meja pendaftaran, pemrosesan

berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengnduan), riang nangal, kamar kecil dan aarana parkir,

. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
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Kepala Bidang Pengembangun Teknologi dan Pengendalian Lingkungan
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I. KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi Petugas dalam pelayanan izin penyimpanan sementara
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adaluh sebigai herikut:

a. berpendidikan PMasca Sarjana (82), Sarjana (81), Diploma (D3) dan
SLTA,

b. menpuasai materi dan teknis pengelolaan limbah B3;

¢. memahami prosedur dan persyaratan pengelolaan lingkungan;

d. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap pencrima pelayanan;
dan

e, memahami  peratwan penundangamdangan yang boerkaitan
pengelolaan hingkungan.

J.  MEKANISME PENGAWASAN

Mekunisimne pengawasan dalam proses izin penyimpanan scmentuara
limbhah B3 adalah:

Proscs perizinan

l Pengawasan

Kepala Bidang Pcngembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan
cq. Tim Tcknis DPerizinan

Laporan hasil pcngawasan

Kepala Badan melalui Sekretaris

l Disposisi
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan

M. PELAYANAN JASA PENGUIJIAN LABORATORIUM

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Ilidup Nomor 6 Tahun 2009
tentang Laboratorium Lingkungan;

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hiclup Nennor i
Kep-51/MENLIT/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Dagi |
Kegiatan Tndustri schagaimana tclah diubah dengnn Kepulusan

Mcnteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 20041 tentang
rerubahan Atas Kepulusan Merneri Negald Lingkunpan Hidupy Nuior |

Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Industri,;

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Kep-52/MENLII/10/ 1995 tentang Baku Mulu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Hotel;

4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Kep-58/MENLH/12/1995 (entang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kcgiatan Rumah Sakit;

5. Peraluran Daerah Kota Semurang Nomwr 13 Tahun 2006 (entang
Pcngendalian langkungan Hidup;

6. Pcraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha.




G

PERSYARATAN
Persyaratan yang haruis dipenuhi:

contoh air limbah /air permukaan/air bersih.

PROSEDUR

1. pchgpuna jasa mengajukan  permohonan  pengambilan  atau
menyerahkan contoh air limbah/air permukaan/air bersih kepada
Laboratorium Badan Lingkungan TTidup;

2. luboratorium menyiapkan formulic penerimaan  atau  pengambilan
contoh air limbah/air permukaan/air bersih yang ditandatangani oleh
penggund jasa dan petugas Laboratorium;

3. sclanjutnya dilaksanakan pcneatalan administrasi untuk petnberian
nowor/ kode contoh air dan dilakukan pemeriksaan parameter fisik,
kimia dan biologi:

1. dilaksanakan penelitian hasil analisis laboratorium dan dilaporkan

kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan unfuk
diterbitkan Sertifikal hasil pemneriksaan laboratorium, dan

5. pemohon diberitahu untuk membayar biaya jasa pengujian
laboratorium dan mengambil sertifikat di Badan Lingkungan Hidup.

WAKTU PENYELESAIAN
Waktu penyelesaian adalah 15 (lima belas) hari kerja.

BIAYA

Biuya pelayanan jasa pengujian laboratorium adalah acbagai berikut :

1. iaya pemerilkaaan air limbnh kegiotun yang bersdat ckononi sesuai
dengan parameter kunci schesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);

2. biaya pemeriksaan air bersih/air sungai sebesar Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah);

3. bisys penmmbuhan parameter untuk pemeriksaan di hiar parameter
kunci sesuai biaya per parameter; dan

4, biaya pemeriksaan air untuk kegulun yang bersifat non ekonomis
sesuail dengun per parameter.

PRODUK
Produk yang dihasilkan adalah Sertifikat hasil unalisis kualitas air.

SARANA DAN PRASARANA

Surana yang digunakan adalah blangko formulir, telepon, faksimile, alat
tulis kantor, komputer, Global Positioning System (GPS), peralatan
penelitian laboratorium, peralatan pengukuran lapangan, pcralatan
pengambilan  contoh uji air sedangkan prasarana meliputi ruang
pelayunan (meja pendaftaran, pemrosesan berkas, penyernhan dokumen,
pengolohan  data/informasi, penanganan pongaduan), ruang Lungpu,
kamar kecil dan satrana parkir.




H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan

l

Kepala Badan melalui Sekretaris

|

Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

Dilaksanakan rapat koordinasi dan cek lapangan.

l Laporan
Kepala Badan

l Disposisi
Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

I. KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi Petugas dalam pclayanan pengujian laboratorium adalah
sebagai berikut:

a. berpendidikan Pasca Sarjana (5$2), Sarjana(S1), Diploma (D3) dan SLTA;
b. menguasai matcri dan tcknis pengujian laboratorium,;

c. memahami prosedur dan persyaratan pengujian laboraloriumm;

d

. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap pencrima pelayanan;
dan

e. memahami  pcraluran perundang-undangan yang berkaitan
laboratorium.

J. MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme pengawasan dalam pelayanan jasa pengujian laboratorium
adalah:
Proses pengujian laboralorium

DPengawasan
Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Badan melalui Sekretaris

l Disposisi
Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan




(3.

5. sclanjutnya dilakukan cck lapangan oleh Tim Teknis untuk
mengelahul kondisi [isik bangunan penyimpuanan semenluara limbah
B3 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acarg,

6. apabila fisik bangunan penyimpanan sementara limbah B3 tidak
rermernhi [ErsyHUHIHTINYH, maka pernstion thiwajilikan

memperbaikinyva dan mengajukan permohonan lkembali secara tertulis
dengan dilenghkapi persyaratan,

Y. apabila fisik banpunan penyimpanan scmentara limbah B3 memenuhi
persyaratannya, maka diterbitkan Keputusan Kepala Badan; dan

8. pemohon diberitahu untuk mengambil Keputusan Kepala Badan
di Badan Lingkungan Hidup.

WAKT'L) PENYHLESAIAN
Waktu penyelesaian adalah 5 (lima) hari kerja.

BIAYA
Biaya Rp 0,- (tidak dipungul biayu).

PRODUK
Produk yang dihasilkan berupa Kepulusan Kepala Badan.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formuliv, telepon, faksimile, alat
tulis kantor, komputer, Global Posilioning System (G1%S) scdangkan
prasarana meliputi ruang pelayanan (meja pendaftaran, poemrosesan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir.

. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan masyarakal dilujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan

Kepala Badan melalui Sekretaris

l

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dun Pengendalian Lingkungan
Dilaksanakan rapal koordinasi dengan instansi terkait dan cek lapangan.

l Laporan
Kepala Badan

l Disposisi
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan




IV.

A.

PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL

DASAR HUKUM

1.  DPeraturan Menteri Negara Linglungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008
Llentang Tala Kerja Komisi Penilai Amdal;

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010
tentang Persyaralan dan Tata Cara Liscnsi Komisi Penilai Amdal;

3 Peraturan Menteri Negara Linglungan Hidup Numor 5 Tabiun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atan Kepialzanr Yoop Wajib
Memiliki Analiaisa Mengenai Dampak Lingkunpan Hidup;

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis
Dampak Lingkungan Hidup dan lzin Lugkungan;

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.

PERSYARATAN

Persyaratan vang harus dipenuhi adalal:

L.

g'.

© ® N

11.

12.

penyusunan dokumen Amdal suatu usaha dan/atau kegiatan olch
pemrakarsa pada tahap perencanaan;

penyusunan dokumen Amdal oleh penyusun Amdal yang memiliki

scrtifikat kompetensi penyusun Amdal dan telah teregistrasi, terdiri
1 (satu) orang sehagai ketua tim penyusun berkompetensi Ketua
Tim Penyusun Amdal (KTPA) dan 2 (dug) orang sebapgai anggola yang
memiliki sertitikat KTPA dan/atau sertitikat Anggota Tim Penyusun
Amdal (ATPA), serta tenaga ahli yang kompeten seauni lingloup studi

Amdal;

kesesuaian tata ruang menyatakan rencana lokasi usaha dan/atau
kegiatan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

persetujuan prinsip yang menyatakan jenis rencana usaha dan/atau
kegidlan secarda prinsip dapat dilakuken olely pilliak yeadg berwenang;

kesesuaian penyelenggaraan kewenangan kormisi penilai Arndal,
kesesuaian luas lahan parkir terhadap jumlah Saluan Ruang Parkir
(SRP) yang dibuluhkan;

penetapan prosentase Ruang Terbuka Hijau,

foto copy izin pemanfaatan cagar budaya/kawasan lindung;

foto copy izin pengeringan sawah;

. foto copy izin pemanfaatan air sungai/air waduk/air bawah tanah

(ABT) sebagai sumber utama air bersih;

foto copy izin ketinggian bangunan sebagai persyaratan Kawasan
Kegselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan

[oto copy izin lain terkait dengan usaha dan/atau kegiatan.




C.

PROSEDUR

1. penilaian dokumen Amdal terdiri:

a. penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA), yailu:

1} penerimaan dokumen Kerangka Acuan (KA) meliputi:

2)

3)

a)

b)

pemmrakarsa  mengajukan  dokumen KA disertai  surat
permohonan penilaian dokumen KA kepada Walikota melalui
Sekrefaral Komisi Penilai Amdal; dan

Sekrelurinl  Kormiusi Penilai Amdal memeriksa dan
memberikan pernyataan  tertulis mengenai kelengkapan
administrasi KA kepada pemrakarsa dengan menuliskan
hari dan tanggal penerimaan dokumen KA.

proses penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA) mcliputi:

a)

b)

d)

1)

g)

pemrakarsa wajib mengikulscriakan masyarakat dalam
penyusunan dokumen Amdal yang terdiri dari warga yang
terkena dampak, pemerhabi lingkungan hidup dan/atau
yang lerpengaruh atas acgala bentuk keputusan  dalam
proses Amdal;

pengikutscrtakan maasyarakat melalui pengumuman rencana
usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik
dilaksanakan sehelum proses penilaian dimulai;

masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat dan
tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau  kegiantan
sccara tertulis kepada pemrakarsa dan Walikota cq. Badan
Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 10 (scpuluh)
hari kerja scjak pengumumannya;

Komisi Penilai Amdal mclalui Tim Teknis melakukan
penilaian  dokumen KA dengan  diselenggarakan  rapat
penilaian yang dipimpin oleh Ketua Tim Tcknis denguan
dihadin oleh Penangguogjawab usahia dan/atau kegiaian
yang memiliki kapasitas untuk pengambilun kepulusan,
serta ‘1'm Penyusun dokumen Amdal;

selanjuinys Tim Teknis menyampaikan hasil penilaiannya
kepada Ketua Komisi;

Pemrakarsn memberikan langpapan dan menyempurnakan
dokumnen KA untuk discrahkan kepada Ketua Komiei Penilai
dan apabila penyempurnaan dokumen belurn memenuhi
hasil penilaiannya, maka selelah meminta saran Tim Teknis,
Ketua Komisi berhak mcminta pemrakarsa  untuk
memperbaili  kembali dokumen KA dan  dilakeanalan
penilaian akhir oleh Tim Teknis; dan

apabila pemrakarsa tidak menyempurnakan dokumen KA
dalam waktu 3 (uga) tahun sejak pengembalian dokumen
dari Komisi Penilai Amdal, maka KA dinyatakan kadaluarsa
dan harus disusun KA baru.

persetujuan Kerangka Acuan (KA) meliputi:

a)

b)

hasil penilaian Tim Teknis menyatakan Kerangka Acuan
dapat disepakati, maka Komisi Pcnilai Amdal menerbitkan
persetuijuan Kerangka Acuan yang memuat ruang lingkup
kajian atau Andal;

Persetujuan KA diikuti penyusunan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL oleh Penyusun dokumen Andal; dan




c)

apabila Pcmrakarsa tidak menyusun dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dalam waklu 3 (liga) tahun sejak Komisi
Penilai Amdal mencrbitkan persetujuan Kerangka Acuan,
maka persetujuan KA dinyatakan kadaluarsa dan harus
disusun KA baru.

b. penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, yaitu:
1) penerimaan dokurnen Andal dan RKL-RPL meliputi:

2)

f)

b)

Pemrakarsa mengajukan dokumen Andal dan dekumen
REL-RPL yung tclah disuasun berdasarkan leesepalatan KA
yvang telah diterbitkan persetujuannya discrtai sural
pcrmohonan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-
RPIL. kepada Walikota melalui Sckretariat Komisi Penilai
Amdal;

Sckretariat  Komisi  Penilad  Amdual  memeriksa dan
mcmberikan  pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi dokumen terscbut kepada Pemrakarsa dengan
menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen Andal
dan RKL-RPL.

proses penilaian dokumen Andal dan RKI.-RPL meliputi:

a)

b)

Komisi Ponilai Amdal menugaskan ‘1'm Teknis melakukan
penilaian Dolkumen  Andal dan RKL-RI'L yang tclah
dinyatakan lengkup secara administrasi olch Sckretariat
Komisi Penilai Amdal.

penyelenggaraan rapat Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim
Teknis dan apabila Ketua Tim Teknis berhalangan hadir
maka rapat Tim Teknis wuniuk melakukan penilaian
Dokumen Andal dan RKL-RPL dipimpin oleh anggota Tim
Telenis yung diturjulk;

Tim Teknis menyampaikan hasil pcnilaiannya kepada
Ketua Komisi Penilai Amdal, selanjutnya Komisi Penilai
Amdal menyclenggarakan  rapat  Komisi Penilai Amdal
untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL berdasarkan
hasil penilaian Tim Teknis, dengan dihadiri olch
penanggungjawab usaha dan/alau kegialan yang memiliki
kapasitas dalam pengambilan keputusan dan Tim
Penyusun Dokumen Andal dan RKL-RPL;

apabila Ketua Komisi Penilai Amdal berhalangan hadir,
maka rapat tersecbut dapat dipimpin oleh Sckretaris Komisi
atau Anggota Komisi lainnya yang ditunjuk;

Anggota Tim Penyusun yang tidak menghadiri rapat
penilaian diwajibkan menyampaikan sural kelerangan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara hultum dan apabila
Anggola Komisi Penilai tidak hadir dalam rapat pcnilaian
maka Anggota dapat mcmbcerikan masukan tertulis paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak rapat Komisi Penilai;

Pemrakarsa memberikan tanggapan dan menyempurnakan
dokumen Andal dan RKL-RPL uniuk diserahkan kepada
Ketua Komisi Penilai, apabila penyempurnaan dokumen
beluwm mememihi hasil penilaiannya setelah meminta saran
Tim Tcknis, maka Ketua Komisi berhak meminta
Permrakarsa memperbaiki kembali dokumen Andal dan

RKL-RPL untuk dilakukan penilaian akhir.




3) penctapan kclayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
meliputi:

a) berdasarkan hasil penilaian atau penilaian akhir dokumen
Andal dan RKL-RPL, Komisi Penilai Amdal mcnyampaikan
rekomendasi kepada Walikota,

B} rekomendasi hasil penllalan atau penilaian alkhir dokumen ‘
Andal dun KKL-KPL dapal berupa Kelayalan Linglaangan
Hidup alau Keltidaklayakao Lingkungan Hiduap,

c¢) Walikota mencrbitkan kepulusan kelayakan  atau
ketidaklayakan lingkungan hidup herdasarkan
rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari

Komisi Penilai Amdal untuk mencltapkan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau  Ketidaklayakan

Linglkungan Hidup.

4) penerbitan Izin Lingkungan bagi rencana usaha dan/atau
kegiatan wajib Amdal meliputi:

a) Pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan
bersamaan dengan permohonan pecnilaian dokumen Andal
dan RKL-KPL secara lertulis kepada Walikota nielalui
Badan Lingkungan Hidup; dan

b) Badan Lingkungan Hidup menerbitkan lzin Lingkungan
bagi rencana usaha dan/atau kegialan wajib  Amdal
bersamaan dengan Keputusan Walikota lentang Kelayakan
Lingkungan Hidup.

pemeriksaan dokumen UKL-UPL terdiri: |

b. pemeriksaan formulir UKL-UPL, yaitu:

|
penerimaan formulir UKL-UPL, yaitu: |
1) Pemrskarsa  mengajukan  surat permohonan  pemeriksaan |

formulir UKL-UPL dilengkapi dengan dokumen UKL UPL yang
ditujukan kepada Kepala Badan; dan

2) Badan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis
mengenal kelengkapan administrasi kepada Pemrakarsa dengan
menuliskan hari dan tanggal penerimaan formulir.

1) Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pemeriksaan terhadap
isian formulir beserta persyaratan administrasi, apabila
persyaratannya dinyalakan ldek lengkap maka dikembalikan
kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi; dan

2) apabila pemerilksaan awal terhadap persyaraian adminisdrsi
dinyatakan lengkap maka Pemrakarsa diberikan kelerangan
kelengkapan dokumen, selanjutnya Badan Lingkungan Hidup
melaksanakan rapat dengan Instansi terkait untuk melakukan
pemeriksaan UKL-UPL.

penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL dan
penerbitan lzin Dingkungan, yaitu:

1) Badan  Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi
persetujuan atau penolakan UKL-UPL setelah Pemrakarsa
menyempurnakan UKL-UPL sesuai arahan saran, pendapat dan
tanggapan;




2) permohonan Izin Lingkungan disampaikan Pemrakarsa
bersamaan pengajuan pemeriksaan formulir yang dilengkapi
pecnycmpurnaan UKL-UPL;

3) Badan Lingltungan Hidup menerbitkan lzin Lingkungan hagi
rencsanya usahn don/otou keglatan wajily UEL-UPL bersamaan

dengan relcomendasi persctujuan UKL-UPL.

WAKTU PENYFELESATAN

Waktu penyelesaian  pelayanan  penilaian dokumen Amdal dan
pemeriksaan UKL-UPL adalah:

L, waktu penyelesaian dokuwmen Amdeal adalah adalah 105 (seratus lirma)
hari kerja dengan perincian:
a. waktu penilaian dokumen KA adalah 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
b. waktu penilaian dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL adalah
75 (tujuh puluh lima) hari kerja.

2. waktu penyelesaian dokumen UKL-UPL adalah 14 (cmpal belas) hari
kerja.

BIAYA
Biaya Rp. 0,- (tidak dipungut biaya).

PRODUK

Produk yang dihasilkan berupa:

I. Kcpulusan Walikota tentang Kelayakan atau  Kelidaklayakan
Lingkungan Hidup;

2.  Rckomendasi dari Kepala Badan perihal persetujuan atau pcnolakan
UKL-UPL; dan

3. Keputusan Walikota tentang [zin Lingkungan.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, telepon, faksimile, alat
tuls kantor, lemari arsip, komputer, LCD proyektor, mesin [olo copy,
scanner, white board, dan papan pengumuman sedangkan prasarana
melipuli ruang  pelayanan  (meja  pendaftaran, pemrosesan berkas,
penyerahan  dokumen,  pengolahan  data/informasi, penanganan
pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PLNGADUAN
Pengaduan masyariakal ditujukan kepada Walikola ¢g. Kepala Badan

Kepala Badan melalui Sekrctaris

Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
Pelaksanaan peninjauan lapangan dilanjutkan dengan rapat koordinasi
dengan instansi terkait (apabila diperlukan)

l Laporan
Kepala Badan
l Disposisi

Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan




V.

J.

KOMPETENST PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan penilaian dokumen Amdal dan
pemeriksaan dokumen UKL-UPL adalah sebagai berikut:

1. herpendidikan Pasca Sarjana (82), Sarjana(Sl), Diploma (D3) dan
SLTA,

Pegawai berserlifikal kelulusan Amdal,

menpuasai materi dan telknis Amdal dan UKL-LIL:

memahami proscdur dan persysratan penyusunan dan penilaian
dokumen Amdal dan pemerniksaan dokumen UKT~UPL;

bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan:
dan .

6. memahami pcraturan perundang undangan yang berkaitan dengan
Amdal dan UKL-UPL.
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MEEANISME PENGAWASAN

Mckanisme pengawasan dalam pelayanan penilaian dokumen Amdal,
dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL adalah:

Proses penilaian dan pemeriksaan dokumen
l Pengawasan
1. Inspektorat;
2. Badan Lingkungun Ilidup Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Kementerian Lingkungan Hidup.
l Laporan hasil pengawasan
Kepala Badan
l Diisposisi

1. Sekretaris; dan
2. Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.

PENANGANAN PENGADUAN SENGKETA LINGKUNGAN IIIDUP

A

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001
tentang Pejubal Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejubul Penguawas
Lingkungan IHidup Dacrah;

2. Keputusan Menlernn Negura Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002
tentang Pedoman Umuom Pengawasan Penaatan Lingloungan Hhidop
Bagl Pejabat Pengawas,

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan ITidup Nomor 19 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pcnecmaran
dan/atau Perusakan Lingkunan Hidup;

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.

PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah terjadinya dugaan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas pengaduan masyarakat atau
informasi dari Instansi Pemerintah/swasta.




PROSEDUR

1. Badan Lingkungan Hidup menerima pengaduan dari masyarakat,
melalui media cetak/media elektronik atau informasi dari Instansi
Pemerintah/swasta dan pengaduan/informasi tersebut diagendakan
melalui Sekretarial;

2. DBidang Penanguanan Sengkela Lingkungan dan Pemulihan Kualitos
Lingkungan  melaksonokun  veriikosi  peoapadoan (peoclaahan,
pengklasifikasian dan peninjauan lapangan), yairo:

a. pengumpulan bahan keterangan (pulbaket); dan
h. pengambilan sampel (analisis laboratorium).

3. selanjuthya dilaksanakan rapat koordinasi dihadiri Instansi terkait,
warga masyarakat yang lerkena dampak, akademisi dan Lembaga
Swuduya Masyarakat (LSM);

4. hasil verilikasi dilakukan tindakan berupa:

4. penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup terdiri-
- sural teguran 1 : 30 (tiga puluh) harn kalender;
sural leguran I : 30 (tiga puluh) hari kalender;,
- surat teguran 111 : 30 (tiga puluh) hari kalcndcr;
- paksaan Pemerintah; dan
- peneabutan lzin Lingluangan.

b. penerapan sanksi pidana ingkungan hidap,
c. Alternalive Dispute Kesolution (ADR) berupa nepgoisasi, nediosi
dan arbitrase.
5. pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tidak didahuolui
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. dampak lehih besar apabila Lidak diheoukean, dan
¢, kerugian bagi lingkungan hidup apabila tidak dihentikan.

WAKTU PENYELESAIAN

wukilu penyelesaian penanganan pengaduan sengketa lingkungun hidup
adalah 134 (scratis tiga puluh empat) har kalender.

DIAYA
Biaya Rp. 0,- (tidak dipungut biaya).

PRODUK

Produk yang dihasilkan adalah:

suril leguran;

paksaan Pcmcrmtah,

pencabutan izin lingkungan;

Berila Acara negosisasi, mediasi dan Arbitrase; dan/atau
berkas tuntutan pidana lingkungan hidup.
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SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko [ormulir, telepon, faksimile, alat
tulis kantor, lemari arsip, komputer, laboratorium air, laboratorium udara
dan alat uji tingkat kebisingah sedangkan prasarana meliput kantor
pelayanan (mcja pendaftaran, pemrosesan berkas, penyerahan dokumen,
pengolahan data/informasi), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana
parkir.




MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan/informasi ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Badan

Kcpala Badan mclalui Scliretario

:

Kepala Bidang Penanganan Scngketa Lingkungan Hidup dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan
l Laporan

Kepala Badan

‘L Disposisi

Kepala Bidang Penanganan Sengketa Linglungan Hidup dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan

KOMPETENSI PETUGAS
Kompetensi Petugas dalam penanganan pengaduan sengketa lingkungan
hidup adalah sebagai berikut:

a. berpendidikan Pasca Sarjana (32), Satjana(51), Diploma (D3) dan SLTA;

b. pegawai bersertifikal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup,
Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup Daerah, Mediator, Negosiator dan
Arhiter;

. menguasai materi pengendalian lingkungan hidup;

. memahami prosedur dan persyaratan pengendalian lingkungan hidup;
dan

e. memahami  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan

penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup.

a0

MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dalam penanganan pengaduan sengketa
linglungan hidup adalah:

Penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup

l Pengawasan

Kepala Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Badan melalui Sekretaris

l Disposisi

Kepala Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WA WALIKOTA,

HENDRAR PRIHADI




